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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Modifikasi Becak 

Bermotor Tanpa Uji Tipe di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian skripsi ini 

dilatar belakangi adanya peristiwa tindak pidana modifikasi motor menjadi becak 

motor yang dapat membahayakan pengguna jasa becak motor dikawasan Ogan Ilir. Di 

rumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana penegakan 

hukum pidana Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan terhadap modifikasi becak motor di Kabupaten Ogan Ilir dan apa yang menjadi 

kendala dalam penegakan hukum pidana bagi pemilik becak motor di Ogan Ilir. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data 

hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis 

secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan dengan prosedur induktif. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tindakan penegakan 

hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas perhubungan terkait 

modifikasi becak motor yaitu yang pertama melakukan razia ditempat tertentu, dan  

yang kedua pihak kepolisian melakukan penilangan serta menyita becak motor sebagai 

barang bukti untuk dapat dipersidangkan dipengadilan. Sedangkan kendala yang 

ditemui oleh pihak kepolisian resort Ogan Ilir dan dinas perhubungan Ogan Ilir sebagai 

aparat penegak hukum yaitu kendala dari dalam berupa minimnya anggaran biaya 

operasional serta kurangnya teknologi. kendala luar yaitu kebudayaan masyarakat 

Ogan Ilir dalam menggunakan becak motor, dalam proses penegakannya pihak saksi 

yang tidak mau memberikan keterangan dan kurangnya kepedulian terhadap tindakan 

modifikasi becak motor di Kabupaten Ogan Ilir. 

 

Kata Kunci : penegakan hukum pidana, modifikasi, becak motor,uji tipe. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”.19 Ketentuan 

pasal  tersebut merupakan landasan konstitusional yang menyatakan behwa 

negara berdasarkan atas hukum, hukum di tempatkan sebagai satu-satunya aturan 

main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Susunan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat 

dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

aman, tertib dan adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan 

hak asasi manusia. Selain itu, tatanan hukum ditujukan terutama pada pelakunya 

yang konkret, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat dan tatanan hukum harus 

mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam 

urusan lalu lintas 20. 

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi 

nasional sehingga potensi dan perannya harus di kembangkan guna untuk 

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertibana dan kelancaran lalu lintas 

                                                           
19   Pasal 1,ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia. 
20   Choinur Arrasjid,Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm. 12. 
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sebagaimana di atur secara tertulis dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 21. 

Transportasi jalan merupakan modal transportasi utama yang berperan 

penting dalam pendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi 

terbesar dalam bangsa angkutan dibandingkan modal lain. Oleh karena itu, visi 

transportasi jalan adalah sebagai penunjang, penggerak dan pendorong 

pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, 

politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Misi transportasi jalan adalah 

untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang andal, berkemampuan tinggi 

dalam pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna 

mendukung pengembangan wilayah untuk mewujudkan wawasan nusantara 22. 

Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi 

di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk 

mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau 

sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh 

masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun 

transportasi umum. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa 

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa 

                                                           
21  Bagian Menimbang dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
22  Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan Darat Dan Perkeretaapian Badan Penelitian 

Dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Dengan Pt Mitra Fitrah Alam, Laporan Akhir Studi 

Penyusunan Konsep Standar Di Bidang Sdm Transportasi Jalan, 2012, hlm. 1 
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pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi 

yang layak bagi warga negaranya 23. 

Di samping angkutan umum berupa kendaraan beroda empat, masyarakat 

juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa ojek dan becak. Becak 

merupakan sarana perangkutan yang sangat populer di Indonesia. Kendaraan ini 

merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua. Perkembangan angkutan 

becak di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Seiring 

dengan perkembangan teknologi, becak kayuh mulai dimodifikasi dengan 

menggunakan penggerak sepeda motor, atau yang dikenal dengan sebutan becak 

bermotor, selanjutnya disebut dengan bentor. 

Modifikasi kendaraan bermotor ada ketentuan persyaratan teknis 

modifikasi kendaraan yang berlaku. Adapun ketentuan itu diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Di samping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula 

peraturan-peraturan lainnya dalam Pasal 132 ayat (5) dan (6) Peraturan                

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 yang artinya “Modifikasi kendaraaan atau 

daya angkut dapat di lakukan pada kendaraan bermotor yang hanya menambah 

sumbu tanpa mengubah sumbu ataupun bentuk nya yang harus di lakukan 

perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang di lalui”  tentang Kendaraan 

yang keberadaannya sebagai penjelasan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009. 

                                                           
23  Nizul Mutok, Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor 

Menurut Pasal 47 Junctis Pasal 77 Dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 3 
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Ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang ada 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu terdapat pada : 

Pasal 50. 

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib 

dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta 

tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi 

Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.   

(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a.  pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan 

yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 

Bermotor dalam keadaan lengkap; dan  

b.  penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang 

dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta 

tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.  

 

Adapun ketentuan mengenai Pasal 1 angka 12 dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (PP No 55/2012), menjelaskan bahwa 

Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis 

dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor 24.  

         Berdasarkan hal hal tersebut di jelaskan bahwa setiap pihak yang hendak 

melakukan modifikasi atau kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki 

                                                           
24  Pasal 1 (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang 

Kendaraan 
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izin atas modifikasinya sebagaimana di persyaratkan dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2012. 

         Jika modifikasi di lakukan tanpa memiliki izin dan tanpa lulus uji tipe, maka 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 : 

Bunyi Pasal 277 ; 

 Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan 

kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau 

memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta 

gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam 

negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe kelayakannya jalan, uji mutunya 

dan uji ketahanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  

 

        Saat ini bentor memang menjadi salah satu alternatif transportasi. Namun, 

sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melegalkan bentor. Kendaraan 

bentor tersebut dilarang keras karena transportasi itu dimodifikasi sendiri oleh 

pemilik tanpa ada aturan yang jelas dan untuk tempat pembuat bentor tersebut 

akan penindakan atau penangkapan karena perbuatan ini adalah perbuatan 

kriminal. Tak ada standar yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah 

yang dapat dijadikan patokan pelegalan keberadaan bentor. Selain itu, 

penggunann bentor bentor di jalan raya tidak aman. Tidak ada standar 

keselamatan, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tidak menggunakan jasa 

bentor25. 

Menurut kadishub (kantor dinas perhubungan) Kabupaten Ogan Ilir yang 

termuat dalam sriwijaya post menyatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama telah 

                                                           
25  www.dishubpalembang-pos.com ,di akses pada tanggal 12 september 2017, pukul 09.15 

WIB 
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menertibkan ratusan bentor yang lalu lalang baik diseputaran jalur lalu lintas 

timur pasar Indralaya maupun yang kerap berlalulalang di jalur lalulintas. 

Kendaraan becak bermotor yang beroperasi di Ogan Ilir saat ini mencapai sekitar 

500 unit yang berstatus ilegal, dan ternyata selama ini tidak mengantongi izin 

operasional rsmi dari pihak Pemkab OI. yang dimana belum memiliki standar 

keselamatan bagi penumpang. Pertumbuhan bentor ini menimbulkan 

kesenjangan sosial khususnya terhadap sopir angkutan desa. Yang dimana pernah 

terjadi kasus di tangkap nya sopir bentor tersebut beserta kendaraannya. Namun, 

mereka bedemo menuntut tetap dioperasikan nya kendaraan bermotor tersebut. 

Karna, pada pengamatan di lapangan kendaraan becak bermotor cendrung belum 

memiliki standar keamanan yang memadai dan di khawatirkan akan 

keselamatanjiwa penumpang26. 

Kendaraan becak bermotor tersebut juga sumber penyebab terjadi nya 

kemacetan di jalan lintas sumatra di daerah Kabupaten Ogan Ilir ini dan 

menghambat arus beroperasinya kendaraan yang melewati jalan palembang-kayu 

agung yang melintasi daerah tersebut. 

Pengendara bentor mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 

2009 bahwa pengendara wajib memilik surat mengemudi sesuai jenis kendaraan 

yang di kemudikan. Pasal ini mempunyai pidana yang diatur dalam Pasal 281 

yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 

di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaiman yang dimaksud 

                                                           

  26  www.sripoku.com,indralaya di akses tanggal 23 januari 2017 ,pukul 14.35 WIB 
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dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan 

atau denda paling banyak  Rp1.000.000 (satu juta rupiah)27. 

Tetapi keberadaan bentor juga mampu menyaingi mobil angkot dan taksi, 

sebab rancangannya yang kuat maka jarak tempuh nya juga bisa ratusan 

kilometer. Bahkan, untuk menuju sebuah lokasi dan pusat pembelanjaan 

masyarakat Ogan Ilir lebih cendrung mennggunakan bentor, karena mudah 

memasuki akses yang sulit dilewati mobil angkot. 

Dari paparan di atas kendaraan becak bermotor yang masih banyak 

beroperasi di jalan umum tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan dan surat 

yang sesuai, serta kurangnya keamanan pada kendaraan becak bermotor 

khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

meneliti dari segi penegakan hukum terhadap beroperasinya kendaraan becak 

bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir dalam perspektif  Undang-

Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas penulis mempunyai 2 

rumusan masalah, yaitu: 

1.  Bagaimana penegakan hukum pidana  Undang-Undang No 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaraan 

becak bermotor tanpa uji tipe di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir ? 

                                                           
27  Bagian dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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2. Bagaimana upaya yang di lakukan aparat penegak hukum dalam 

menertibkan kendaraan becak bermotor tanpa uji tipe di wilayah hukum 

Kabupaten Ogan Ilir ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Searah dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana penegakan hukum mengenai beroperasinya 

kendaraan becak bermotor di Kabupaten Ogan Ilir yang dimuat dalam 

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

2. Mengetahui upaya-upaya aparat penegak hukum di dalam menertibkan 

kendaraan becak bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada aspek berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang 

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 
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2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran 

dan masukan bagi pemerintah khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Ogan Ilir tentang kebijakan pengendalian opresional becak motor. 

 

 E.  Ruang Lingkup Penelitian 

          Pembahasan dalam hal ini yaitu menyangkut masalah beroperasinya becak 

bermotor dan bagaimana upaya aparat penegakan hukum dalam menertibkan 

kendaraan becak bermotor tersebut khususnya dalam bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan di Kabupaten Ogan Ilir(Indralaya), maka dari itu agar tidak 

terlalu luas pembahasannya jadi ruang lingkup penulisan ini hanya dibatasi pada 

masalah beroperasi nya kendaraan becak bermotor serta upaya aparat penegakan 

hukum terhadap kendaraan becak bermotor tersebut dan bagaimana terhadap 

kendala yang di alami aparat hukum dalam penegakan hukum terhadap 

kendaraan becak bermotor di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. 

 

  F.   Kerangka Teori 

        1.    Penegakan Hukum Pidana 

        Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh 

setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi 

menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga 

dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu 

proses berlansungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi 
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kenyataan.proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak 

pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri28.  

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan 

hukumguna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam 

masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban 

asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap 

dan prilaku yang taat pada hukum29. 

 

         2.  Teori Efektivitas  

Teori efektivitas ini dapat diartikan sebagai keterbatas dalam mencapai 

target atau tujuan yang telah di tetapkan efektivitas memiliki beragam 

jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan.efektivitas 

dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai 

dengan norma-norma hukum30. 

 Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :31 

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

                                                           
28  Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum,(Jakarta Sinar Grafika,2012), hlm 244 
29  Padmo Wahyono dkk. Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, (Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan, 1997), hlm 31 
30  Hans Kelsen, Teori Tentang Hukum Dan Negara, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, 

General Theory of law State oleh raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2013, hlm 54 
31  Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta  : PT 

.Raja Grafindo Persada , 2008), hlm 8 
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4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

G. Metode penelitian  

   Metode penelitian adalah cara yang tersusun dan baik dengan 

menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembankan 

maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan 

dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa32. Penelitian hukum merupakan 

suatu kegiatan ilmiah,yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 

tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan 

yang lanjut terhadap fakta hukum tersebut, lalu kemudian mengusahakan suatu 

jalan keluar atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan33. 

      1.     Jenis Penelitian 

a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris 

dalam arti yang teliti pada awalnya adalah data primer, untuk kemudian 

di lanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder berupa bhan 

hukum yang mengikat. 

 

                                                           
32  Soejono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 1984), hlm 

43. 
33  Ibid hlm 43 
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       2.   Lokasi Penelitian 

Lokasi  data penelitian yang diambil disini yaitu lokasinya di Satuan Laka 

lantas Kepolisian Resort(Polresta) wilayah  Kabupaten Ogan Ilir yang 

beralamat di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 35 Inderalaya dan 

Kantor Dinas Perhubungan wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat di 

Jalan Raya Lintas Timur Km.35 Indralaya beserta Pengendara Becak Motor 

di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. 

3.     Sumber Data penelitian 

A.  Sumber data penelitian  

1)  Sumber Data Primer 

Dalam sumber data primer ini yaitu dilakukan dengan 

wawancara dengan pihak yang terkait yang dalam hal ini 

adalah pihak kepolisian di Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir 

dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dan beberapa 

orang pengendara becak motor diwilayah  setempat. 

2) Sumber Data Sekunder 

Melalui studi kepustakaan dan dokumen lain. Dalam data sekunder 

ini terdiri dari tiga bagian yaitu; 

a) Bahan hukum primer : penelitian yang datanya didapat lansung 

dari objek(narasumber) aparat penegak hukumnya (polisi) dan 

Dinas Perhubungan dan serta bagaimana pengaturan terhadap 

kendaraan becak bermotor serta upaya penegakan hukum oleh 

aparat penegakan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang 
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No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

sehingga akan didapat data yang jelas dan akurat. 

b) Bahan hukum sekunder : penelitian tidak akan secara lansung 

turun kelapangan akan tetapi melalui metode analisi dari 

aturan-aturan hukum atau dari data yang sudah ada yang 

lansung berkaitan dengan permasalahan yaitu bagaimana 

pengaturan kendaraan becak bermotor tersebut di Kabupaten 

Ogan Ilir. 

c) Bahan hukum tersier : bahan-bahan yang memberikan 

informasi tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus-kamus hukum dan serta dari media elektronik 

(internet) 

 

4.     Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif penelitian ini 

menggunakan cara sebagai berikut 34: 

 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

yang di kerjakan secara sistematis dan terstruktur untuk menggali 

informasi yang sebanyak-banyaknya tentang modifikasi kendaraan dari 

para narasumber. 

                                                           
34  Soemiro,dan Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum,semarang :Ghalia Indonesia. 

Semarang. 1982.Hlm.62 
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 Pada penelitian ini akan di lakukan kepada : 

1. Kepala Satlantas Polres Ogan Ilir  

2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir 

3. 3(tiga) orang pemilik kendaraan becak bermotor di wilayah 

Kecematan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. 

 

b. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 

memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 

diteliti terkait dengan pengelolaan retribusi daerah pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dan Kepolisian Resort Kabupaten 

Ogan Ilir. 

 

5.       Populasi dan Sampel 

A. Populasi 

 Arikunto berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian.sedangkan menurut sugiono, populasi dapat didefinisikan 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi 

adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi 
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dapat berupa himpunan orang,benda (hidup atau mati) kejadian, kasus-

kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.35 

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Ilir ; 

2. Pemilik kendaran becak bermotor di wilayah Kecematan Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir. 

 

B. Sampel Penelitian  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud 

sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil  dilakukan tidak terhadap 

populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. 

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Satlantas Polres Ogan Ilir. 

b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir. 

c. 3 orang pengendara becak bermotor di Kecematan Indralaya. 

 

6.      Teknik Analisis Data 

             Berdasrkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan,maka 

tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisi data. Pertama data primer 

terlebih dahulu yang dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya menganalisi data 

sekunder sebagai data pendukung, analisis yang diwujudkan dengan cara 

                                                           
35  Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum,(jakarta : Rajawali pers,2012),Hlm 118 
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manggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian 

kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihakpihak yang berhubungan 

langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterprestasi 

guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahanyang diajukan. 

  7.    Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dilakukan dengan 

menguraikan hasil interprestasi atas bahan-bahan hukum yang telah disebutkan 

sebelumnya, dan dideskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik 

kesimpulan dengan metode deduktif-induktif, yaitu metode pengambilan 

kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat 

khusus.36  Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

                                                           
36   Tajul Arifin,2009,Metode Penelitian Hukum, Bandung: cv. Pustaka setia,Hlm 111. 
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